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ABSTRACT INFO ARTIKEL 
This study aims to determine (1) Influence of Economic Growth on 
capital expenditure in Special Province of Yogyakarta (2) Influence 
of General Allocation Fund to Capital Expenditure (3) Influence of 
Special Allocation Fund to Capital Expenditure (4) Influence of 
Local Original Income to Capital Expenditure (5) Influence of 
economic growth, general allocation funds, special allocation 
funds, and local revenues simultaneously to capital expenditures. 
This type of research is quantitative research. Data analysis 
technique use multiple regression test which preceded descriptive 
statistic, classical assumption test, that is normality test, 
autikorelasi test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. 
(1) Result of research indicate that: Economic growth have positive 
effect not significant to capital expenditure with price t count 2,489 
<t table 1,6973 with significant level bigger than (p)=0,05 that is 
0,02 (2) Dana Alokasi The general effect is not significantly to 
Capital Expenditure with the price t arithmetic 0,146> t table 
1.6973 and significant value smaller than 0,05 that is 0,885. (3) 
Special Allocation Fund has effect not significantly to capital 
expenditure with price t count 1,671> t table 1.6973 and the value 
is greater than 0.05 ie 0.508. (4) Local Revenue has positive effect 
not significantly to capital expenditure t count (PAD) 0,749 <t table 
1,6973 and significant value less than 0,05 that is 0,461. (5) 
economic growth, general allocation funds, special allocation 
funds, and local revenues simultaneously have a positive and 
significant impact on modi fi c expenditures with a significance 
value of <0,05. 
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PENDAHULUAN 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah 
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Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya 
yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah 
(Nuarisa, 2013:2). 
Dengan di keluarkanya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 
1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya 
kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk mengunakan sumber-sumber 
keuangannya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang 
di daerah. 
Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian 
Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat 
pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat 
regional disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga 
pasar (Supartoyo dan Tatuh, 2013:6). 
Berlaku UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah, 
menyebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan 
membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolahan pemerintahan daerah.  
  Alasan penelitian memilih pemerintah Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta untuk 
menjadikan objek penelitian karena D.I Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki 5 Daerah 
terdiri dari 5 Kabupaten 1 Kota Pemerintah, peneliti menggunakan 6 tahun periode (2011-2016) dan 
masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dan daerah 
lainnya. Agar pengeluaran daerah digunakan sesuai dengan rencana maka pemerintah 
mengeluarkan adanya peraturan peracanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nilai belanja modal Provinsi D.I 
Yogyakarta  selama periode 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1 
Struktur Belanja Modal Provinsi DIY 
(Rp. 000) 
Kota/kabupaten  Tahun    
 2016 2015 2014 2013 2012 
Kota 313.355 249.101 269.821 121.557 82.971 
Kulon progo 334.492 221.474 152.465 118.396 138.686 
Bantul  338.953 293.496 289.887 146.796 127.093 
Gunung kidul 260.198 197.764 160.375 179.342 190.308 
Sleman  348.203 540.160 311.278 201.672 130.674 
                       Sumber : Data sekunder yang di olah, 2018 
 
Fenomena yang muncul adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak 
selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal dan adanya peningkatan pendapatan asli daerah 
juga tidak diikuti dengan kenaikan belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena 
pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Berdasarkan 
uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Belanja Modal Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta Periode (2011-2016)”. 
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LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Arsyad (2010:17) Pertumbuhan Ekonomi adalah Perubahan Produk Domestik 
Bruto (PDB) pertahun yang di nyatakan dalam satuan persen. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses 
kenai kan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita 
Boediono, (1985).  
Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005).  
Dana Alokasi Khusus  
UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang berasal dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. DAK 
di tetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam 
APBN.   
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah. PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Belanja Modal  
Menurut PP No. 24 Tahun 2005 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan 
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal 
meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak 
berwujud. 
Pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja modal. 
 
Pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin 
tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah diungkapkan oleh 
Taiwo dan Abayomi (2011). Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita . 
Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi 
maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi 
Pertumbuhan Ekonomi. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan 
semakin meningkat begitu pula jika semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka belanja modal 
semakin rendah.  
H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. 
 
Pengaruh Antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal  
Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada 
pemerintah daerah, menimbulakan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada 
pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan 
ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah. Menurut UU UU No. 33 tahun 2004 Dengan 
adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD 
yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu 
meningkatkan pelayanan publik.  
H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal. 
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Pengaruh Antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Modal 
Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan 
daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang 
bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi 
beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.  
H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 
Pengaruh Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal. 
Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat 
produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah 
tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Sehingga jika Pemerintah 
Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan 
meningkat kan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali 
Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya adyatama dan oktaviani (2015). apabila belanja 
modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat 
dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli 
daerah Sesuai dengan Abimanyu, (2005).  
H4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 
 
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Pendapatan Asli Daerah secara Simultan terhadap Belanja Modal. 
Pertumbuhan Ekonomi di artikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian 
yang mendorong barang dan jasa yang di produksikan  masyarakat bertambah sukirno, (2010). 
Biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan 
terus meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki 
sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran. Kemampuan daerah untuk 
menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada 
kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan 
ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut. 
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur 
semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanaan, 
peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 
pembiayaan untuk Belanja Modal. PAD di dapatkan dari iuran  langsung dari masyarakat, seperti 
pajak, retribusi dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal 
(masyarakat) adalah memberikan layanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat 
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METODE PENELITIAN 
Populasi  
Menurut Sugiyono (2010:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas : 
objek/subjek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Maka dari penjelasan tersebut Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta  periode tahun (2011-2016). 
Sampel 
Menurut Arikunto (2010) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi 
yang diteliti, sedangkan Sugiyono (2010:81) Sampel adalah  bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan karakteristiknya yang digunakan sebagai sempel 
adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kota tersebut menerbitkan laporan realisasi 
APBD 2011-2016.  
Teknik Pengambilan Sampel 
Belanja Modal 
Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi 
(aset tetap). Indikator variabel ini diukur dengan: 
 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja 
Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, 
Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya 
 
Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk 
Domestik Regional Bruto per Kapita, yang dihitung dengan rumus: 
                       
Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt-PDRBt-1)/(PDRBt-1)x 100% 
 
Keterangan : 
PDRBt  : Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sekarang 
PDRB-1 : Produk Domeatik Regional Bruto Tahun Lalu 
 
Pertumbuhan Ekonomi  (X1) 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
(X2) 
Dana Alokasi Khusus 
(DAK) (X3) 
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Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), 
Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang 
dirumuskan : 
PAD = HPD + RD + PLPD + LPS 
 
Keterangan: 
PAD : Pendapatan Asli Daerah 
HPS  : Hasil Pajak Daerah 
RD  : Retribusi Daerah 
PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah 
LPS  : Lain-lain Pendapatan yang Sah 
 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat 
dinyatakan sebagai berikut: 
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 
Dimana, 
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 
 
Dana Alokasi Khusus 
Dana Alokasi khusus adalah total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus dengan 
menggunakan skala rasio. Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhungan alokasi 
DAK di lakukan melalui 2 tahap, yaitu: 
1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK ; dan 
2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. 
 
Jumlah DAK untuk tiap kabupaten/kota berasal dari bobot DAK yang dapat di hitung 
dengan rumus sebagai berikut (Usman dkk,2008) dalam setyowati 2012: 
Bobot DAK: Bobot daerah + Bobot teknis 
Dimana penentuan bobot daerah adalah dengan cara: 
Bobot Daerah: IFW x IKK 
 
Keterangan : 
IFW : Indeks Fiskal dan Wilayah 
IKK : Indeks kemahalan Konstruksi 
 
Sedangkan  bobot teknis di hitung dengan rumus: 
IT  : Indeks Teknis 
IKK : Indeks Kemahalan Kontruksi 
 
Jenis Dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada BPS yang 
dikumpulkan dari sumber data. mencangkup 5 wilayah kabupaten/provinsi DIY yogyakarta yang 
terdiri dari 4 kabupaten 1 kota madya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
Realisasi APBD Kabupaten/kota D.I Yogyakarta  dari tahun 2011-2016 dengan menggunakan 
sampel 30 Data ini berupa Laporan Realisasi pengeluaran provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 
2011-2016, website BPS yaitu www.bpsjogja.go.id, dan Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, 
Kasihan, Geblagan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 
         Menurut Ghozali (2011:19) Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 
populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku. 
Penyedian data yang digunakan dalam statistik deskripsi ini tentang nilai minimum, maksimum, 
mean, dan standar deviasi. Berikut akan di sajiakan tabel statistik deskripsi adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Pe 30 6,59 7,57 7,1364 ,24952 
Dau 30 10,73 14,98 12,9470 1,52105 
Dak 30 7,37 11,93 10,4077 1,15527 
Pad 30 8,46 14,31 11,7503 1,92064 
Bm 30 10,21 11,73 11,2510 ,29304 
Valid N 
(listwise) 30         
                   Sumber: Data diolah tahun 2018 
 
Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah variabel terikat dan variabel bebas 
dalam persamaan regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data 
digunakan Kolmogorov-Smirnov. Residual berdistribusi normal apakah tingkat signifikan 
menunjukan nilai lebih dari 0,05 (5%). 











Kolmogorov-Smirnov Z ,853 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,461 
Sumber: Data diolah 2018 
Berdasarkan Hasil Pengujian tersebut diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,461. Hal 
tersebut menunjukan bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data 
residual dalam penelitian ini terdistribusi normal. 
Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya 
korelasi antara variabel independen. Untuk menguji ada tidaknya multikolineritas dapat dilihat 
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Tabel 3 Hasil Uji Multikolineritas 
 




Coefficients Collinearity Statistics 
    B Std. Error Beta Tolerance  VIF 
1 (Constant) 6,180 1,805       
  Pe ,545 ,219 ,464 ,756 1,323 
  Dau ,006 ,038 ,029 ,670 1,492 
  Dak ,065 ,096 ,255 ,183 5,478 
  Pad ,037 ,049 ,242 ,251 3,980 
   Sumber : Data diolah 2018 Lampiran 3 
Berdasarkan hasil tabel 3 terlihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai 
variance inflation vactor (VIF) dibawah 10. Nilai tolerance untuk variabel jumlah pertumbuhan 
ekonomi sebesar 0,756 dana alokasi umum sebesar 0,670 dana alokasi khusus 0,183 dan variabel 
pendapatan asli daerah 0,251. Nilai VIF untuk jumlah pertumbuhan ekonomi 1,323, variabel dana 
alokasi umum 1,492 variabel dana alokasi khusus 5,478 sebesar dan variabel pendapatan asli daerah 
sebesar 3,980. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat masalah multikolonieritas. 
Uji Autokorelasi 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau 
sebelumnya. Pengujian ini menggunakan uji Runs test. Hasil pengujian uji autokarelasi dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 




Test Value(a) ,02344 
Cases < Test Value 15 
Cases >= Test Value 15 
Total Cases 30 
Number of Runs 12 
Z -1,301 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,193 
         Sumber: Data diolah 2018 
 
Berdasarkan hasil tabel diatas maka penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi. Hal ini 
didukung dengan nilai signifikansi 0,193. 
Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di 
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    Sumber: Data diolah 2018 
 
Berdasarkan dari Hasil perhitungan tabel 5 dapat dilihat Uji heterokedasitas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji Gleser, kemudian dengan berpedoman pada taraf signifikan α = 
0.05. Bila nilai probabilitas (sig) > 0,05 maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala 
Heteroskedastisitas. 
Uji Asumsi Klasik  
Dari hasil uji asumsi klasik, baik normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji 
heteroskedastisitas telah memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresilinier berganda. 
Uji Fit Model (Uji F) 
Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% dengan  kriteria 
penelian jika F hitung> F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti salah berati salah 
satu dari variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, 
jika F hitung< F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang arti tidak satupun variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Tabel 6 Hasil uji F 




Square F Sig. 
1 Regression ,852 4 ,213 3,252 ,028(a) 
  Residual 1,638 25 ,066     
  Total 2,490 29       
       Sumber: Data diolah 2018 
 
Berdasarkan hasil dari Tabel di atas bahwa nilai F hitung hasil output dari program SPSS sebesar    
3,252. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka salah satu variabel independen dinyatakan 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu  Belanja modal . F tabel dapat diliht dari pengelolaan melalui 
program microsoft excel . hasil Pengelolaan menunjukan nilai  F  tabel lebih kecil dari F hitung. Maka dapat 
di simpulkan bahwa salah satu variabel independen yaitu Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana 
alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. 
Dengan demikian model yang di ajuakan fit. 
Uji Hasil Hipotesis 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas 
dalam penelitian bebas dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi 
khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Maka digunakan uji t dimana df=n-k-1=30-








Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -,507 1,158   -,438 ,665 
Pe ,147 ,141 ,218 1,047 ,305 
Dau ,001 ,024 ,011 ,050 ,961 
Dak -,014 ,062 -,094 -,222 ,826 
Pad -,021 ,032 -,245 -,677 ,504 
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Tabel 7 Hasil uji Hipotesis (uji t) 







B Std. Error Beta T Sig 
1 (Constant) 6,180 1,805   3,423 ,002 
Pe ,545 ,219 ,464 2,489 ,020 
Dau ,006 ,038 ,029 ,146 ,885 
Dak ,065 ,096 ,255 ,671 ,508 
Pad ,037 ,049 ,242 ,749 ,461 
    Sumber:Data diolah 2018 Lampiran 8 
   
Hasil dari analisis tabel 7 menunjukan bahwa variabel independen yang pertama yaitu 
Pertumbuhan Ekonomi  memiliki t hitung 2,489 < t tabel 1,6973 dan tingkat signifikan lebih besar 
dari 0,05 yaitu 0,02 maka dapat di simpulkan Hepotesis 1 pertumbuhan ekonomi terhadap belanja 
modal terdukung. 
Variabel independen yang kedu yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai t hitung 
0,146 > t tabel 1,6973 dan nilai signifikan lebih kecil dari  0,05 yaitu 0,885. Maka dapat 
disimpulkan Hepotesis 2 Dana Alokasi Umum tidak terdukung. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi 
Umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. 
Variabel independen ketiga yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK)  di peroleh nilai t hitung 
1,671> t tabel 1,6973 dan nilai sinifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,508. Maka dapat di simpulkan 
Hepotesis 3 Dana Alokasi Khusus tidak terdukung. Hal ini  berarti bahwa Dana Alokasi Khusus 
(DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. 
Variabel independen keempat yaitu Pendapatan Asli Daerah di peroleh t hitung (PAD) 0,749 
< t tabel 1,6973 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,461. Maka dapat di simpulkan 
Hepotesis 4 tidak terdukung. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah terdukung berati bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. 
Uji Koefisien Determinasi (R Square) 
Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh 
pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah 
terhadap Belanja modal. Hasil uji Koefisien Determinasi (R Square) dapat dilihat pada tabel di 
bawah: 
Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,585(a) ,342 ,237 ,25597 
Sumber:Data diolah 2018 Lampiran 9 
Berdasarkan hasil  Pada tabel 8 Dapat di ketahui bahwa nilai adjusted R square 0,237 atau 
23,7%. Hal tersut menunjukan bahwa 4 variabel independen penelitian ini mempengaruhi sebesar 
23,7% terhadap belanja modal dan sisanya 76,3% dipengaruhi oleh faktor-fakror lain yang dapat 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, 
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di 
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahuN 2011-2016, maka dapat di ambil kesimpulan: 
1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikat terhadap belanja modal. 
2. Dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. 
3. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. 
4. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. 
Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara serentak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
Karena nilai F-statistik sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05. 
Implikasi Penelitian 
Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 
dan pendapatan asli daerah tidak bepengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan 
analisis dari hasil penelitian maka implikasi penelitian ini adalah: 
Implikasi dari penelitian ini bagi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
memberikan informasi, masukan dan solusi yang dibutuhkan guna meningkatkan Belanja Modal 
setiap tahun di masing-masing kabupaten dan kota. Selain itu juga dapat menjadi sebagai bahan 
perimbangan untuk mengambil sebuah keputusan yang ingin dilakukan dengan memperhitungkan 
faktor-faktor dan kriteria yang menentukan mutu dalam meningkatkan dan menstabilkan Belanja 
Modal. 
Keterbatasan Penelitian  
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan empat Variabel, yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
2. Objek penelitian terbatas pada rentang waktu hanya 6 (tahun). 
3. Penelitian menggunakan data satu provinsi saja yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, hal ini 
mengakibatkan hasil penelitian belumdapat digeneralisasikan berbagai provinsi lainnya. 
Saran  
Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas 
maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut ini: 
 
Bagi Pemerintah 
1. Untuk meningkatkan Belanja Modal, maka pemerintah daerah kota/kabupaten di propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat terus menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi agar PAD dapat meningkat. 
2. Pemerintah daerah diharapkan agar bisa lbih mengoptimalkan pendapatan Domestik Regional 
Bruto (PDRB) yang dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi, karena dengan meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi maka akan di ikuti dengan meningkatnya Belanja Modal. 
Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAK), diharapkan pemerintah daerah dapat lebih 
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